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LANDASAN TEORI

Peagertizn Pajal

Sunpai saat ini sudah banyal delinist pajas yang dirumuskan oleh para

ahli. walaupun definisi yang dikenwkakan berbeda - beda tetapi pada

dasaraya memiliki kesamaan, Sebagai bahan pe-bandingan, akan disampaikan

beberapa definisi yvang dikemukakan oleh para ahli drantaranye :

1.

b

Menurut P.JLA Andriani

Pajak adalah ém_':m Lepada negara ( yang dipuksakan ) yang terhutang
oeh wajib pajak yang membayarnya menurui peraturan - peraturan
dengan tidak mendapat prestasi kembidi yang langsuag dupat ditunjuk dan
yang dapat digunakan untuk membiayai pengelunran - pengeluaran umum
berhubungan dengan ;m gas negara uutuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut N.J Feldman

Pajak adalah presiasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa ( menururt norma — norma yang ditetapkan secara umum
) tanpa adanya kantraprestasi dan semata — mata digunakan untuk menutup
pangeluaran — [:"}e::ngeiéuzmm vimun.
Menuiu: Rachmat Soemitro

Pajak adalab peralihan kekayaan dari pihak raxyat ke kos negara
uatuk membiayai pm‘sge’zu;u"e1n rutin dan surplusnya digunakan uﬁtuk

public saving yang nptupakar sumber ulama uniuk kepiatan investasi.




2.2

Nari delinisi - Selinisi di atas, maka dapat diketahui beberapa cird
umum darl pajak vaitu o
1. Pajak dipungut berdasarkan dengan undang - undang serta aturan

pelaksanaannya.

E\J

Pajak  dipungni oh':}h negara, baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerab.
3. Pajak digunakan unfux pengeluaran — pengeluaran urnum pemerintah.
4. Dalam pembayaran paiak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi
secara langsung ( é.n.?bzl];;m langsung ).

Fungsi pajak :§a‘?jéil;§il ini hanva dilihat dari satu sisi saja, yaitu sebagai
sumber dana negara b:gi pemetintah untuk membiayai pengeluaran ~
pengeluaran ( budgerair ). sedanghan pajak juga berfungsi sebagai alat

pengatur ( regulered j atau alat untuk melaksunakan kebijakan pemerintah

di luar bidang keuangan.

Dasar Hukum Pajak
Hukum pajak dapat dibéa.gi menjadi dua yaitu
1. Hukwn pajak formal

Mermuat i@etenmanfm Leteniuan vang rendukung ketetepan hukum
pajak material, vang élipcrlukan antuk melaksarakan / merealisasikan
ketentuan hukum material. Ketentuan hukum pajak formal dimuat dalam
undang -- undang lm:;e;%"s.dia'é yaitu Undang ~ Undang Nomor 6 Tahun 1983

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undeng Nomor 9 Tahun
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1994 dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketenluan

Untum dan Tata Cara Perpajikan. len disusul dengan Undang - Undang
Nomaor 17 Tahun M‘)?é tentang, Hadan Penyelesaian Sengkela Pajak dan
Undang - Undang Nunior 19 fuhua 1997 yang telah diubah dengan
Undaug — Undany, Momor 19 Tabun 2000 tentang Penagihan Pajuk dengan
Sural Paksa Tl bt :fa.l!l:,{ Jdipolonphan daknm ketenhian Bk Tormal
yang diatur dalan Undaag  Undang Ketentuan Umam dan Taty Cara

Perpajakan mengatur m}x:ngmz;i :

a. Sural Pcmlmr’:’l:ﬁmnn ( haik masa maapun fahunan ).
b. Surat Setoran Pz@}j ik,

‘c. Sugrat K@teulpaﬁ Paiak ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Suvat I‘(Cl«;’:i_i’lﬁ")m{} Pajak Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan

Pajak Lebih Bayar, dan Surat Ketetapan Pajek Wihil ).

d. Surat Tagihan. -

3

Pembukuan dmi pemeriksaan,

. Penyelidikan.

g. Surat paksa.

h. Keberatan dan llf?zll”ldillg.

i, Sanksi admis:‘aiz%iémsiﬁ sanksi pidana, dan lain - lain.
2. Hukum Pajak E\"l&i‘ﬁ?}*ial

Memuat mengenai subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, tarif pajak.




2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua vaitu s
o the ) v

1. Fungst Penerimaan ( Budgeiair )

b2

Pajak  berfungsi sehagai sumber  dana yang digunakan untuk
membiayai pengelunsan - peageluaran pemerintah. DI dalam APBN,
pajak merupakan gr}erﬁcrilnaml negara,

Fungst Mengaluy ¢ R,'v‘sw!we';s J

Pajak derfungsi sebagzai slat vntul mengatur di bidang social dan
ckonomi. Sebagai comioh vaitu dikenakannya pajak yang tinggi

terhadap mimunan keras sehingga kounsumsi miruman keras dapat

ditekar demikian pula terhadap barang mewah.

Sungsi Distribusi

suatu hal mendasar yang terladang luput dari pandangan masyarakat
adlah adanya fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial maupun
serdasarkan Snﬁgm@nimi atau  kelompok masyarakat. Pajak yang
dibayar masyara}{até sebagad penerimaan negara, kemanfatannya tidak
nanya dinikmaii oleh masyarakat tersebut atau di wilaych sekitarnya,

melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecual.

- Fungsi Demokrasi

Sesuai der gan pengertian lan ciiri khasnya, pajak ternyata merupakan
salah satu perwujutan pelaksanazn demckrasi dalam suatu Negara.
Pajak berasal dari miasyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku




2.4 Jenis Pajak
Berdasarkan jenisnya pajak dibagi menjadi dua yaitu
. Pajuk Langsung
[
2ajak langsung adatab pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib

sajak yang bersanghutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain,
misalnya pajak pxmghasi Lan.

2. Paiak Tidak Langsung
Pajak tidak lﬂrsgsun;@; adalah pajak yang bebannya dapat Jialihkan atau
digeser kepada pihak lain ( pibal ketiga ). misalnya Pajak Pertambahan
Nilai, Bea Materat, dan fain - Tn,

Pembagian pajak be Jasarkan weaenang pemungutimy dibagi menjadi

dua yaitu

1. Pajak Pusat/ Negar
Adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pemerintuh pusat
yang dilakukan n:)lt-:é‘l Diepartemen Keuangan melalui Direktorat Jendral
Pajak. Pajak Pumt:dinuu‘ dalam undang — undang kemudian hasilnya
dimasukkan ke (iui::;mi APBN.

2. Pajak Daerah
Adalah pajak ya.ng wewenang pemungutannya ada pada pemerintah

" daerah yang ;3cl;11\;3~*;:;111;1a‘1nnya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pajak daerah diatur oleh undang — undang dan nasilnya dimasukkan ke

dalam APBD.

W&Nﬁ%ﬁw&w R
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Pebuygrian pajak et haa sitatnva dibapi menjadi dua viu -
1. Pajak subyeha? adatab pagak yang memperhatikan kondisi / keadaan
Wajib Pajak.

Pajak objektil adadah pajak yaeg pada awaliya menperhatikan objek

!Q

. yang menyebabkan timbulnya kewajiban  membayar kemudian

ditentukan subsek pajaknyabak wagib pajak pribadi maupun badan.

Intensifikasi Penagihan Pajak

Menu-ut Undang - U%‘ldzmg Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat ( 1)
tentany  penagihan p;lj;ll\;é dengan Surat Paksa, penagihan  pajak adalah
seranghaian tindakan agar Penangeang Pajak melunast wtang pajak dan biaya
penagihan pajak deng;m{s meneglr atau memperingatkan, melaksanakan
penagrhan seketika dan seﬁkuié gus, memperitahukan Surat Puksa, mengusilkan
penceyahan, me!ai»:samkén penyltaan, melaksanakar penyanderaan, menjual
barang yang telah dist

Penanggung Pajak i.'nénmrs,u pasal 1 ayat { 3) Tahun 2000 adalah orang
yribaci atau badan yang ﬁﬁcna.ilgguizg jawab atas pembayaran pajak, termasuk
wakil yang menjalankan ;heﬁ«: dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut
keteniuan peraturan peﬁ:ruri;dang - undangan perpajakan.

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Penagihen Pajak Negara
dengem Surat Paksa ]....ﬁflélh&l{alil Negara Tahun 1959 Nmor 62 dan Tambahan
Lembaran Negara Nmﬂ.os: 1850 ) tidak dapat sepenuhnya mendukung

selaksanaan undang - undang pery qiakan yany berluku sehubungan dengan
& : J Yl &
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adanve perkembangan ay:&icrn hokum nasional dan kehidupan masyarakat tang
dinam’s. Akibainya. diperlukan undang - undang penagihan pajak yang
raampu memberi L;up;.n;li.;m hulam dag keadilan serta dapat menderong
peningkatan kesadaras ni;néx Lepatulan: mayarakat dafom iemenuhi kewajitan
perpajakannya ( UL 19 97 . Tujuan Negarn Republik Indonesia yang
berlandaskan Pancasila dan Undang ~ undang Dasar 1945 adalah mewujudkan
mayara<at yang adil, 1;1;1%54111&&1: dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu
hanya dapat di\wjn,xdlﬁ.:m; melalul pembangunan nasional secara beriahap,
terencana,  teraral,  berkesinambungan,  dan  berkelanjutan. Untuk
melaksanakan [}C-l]lb&‘il'lngijml'l nasional itu, diperlukan dana deri masyarakat,
antara lain berupa pem t:ya)é*ezmn pajak. Olek karena itu, peran serta masyarakat
wajib pajak sangat diharapkan, Noman, dalam kenyulaannya masih dijumpai
adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinys utang pajak
sebageimana mestinya. ”f‘a:rhacizep tunggakan pajak itu, perlu dilaksanakan
tindakan penagihan paﬁizak;yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
Selama ini tindakan penagiban pajak dimaksud dilakukan berdasarkan Undang

— undang Nomor 19 Taliun 1959 lenang Penagihan Pajak Negara dengan

Surat Paksa.
Urdang - undang Penagihan Pajak  dengan Surat Paksa mengatur

ketentuan tentang tata cara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan
seketika dan sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan
atau penyanderaan, serta pelelangan. Dalam undang — undang ini, surat paksa

diberi kekuatan cksekuterial dan kedudukan hukum yang sama dengan

SRR BT ?@?%?%W%,.
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putusan pengadilan yang telah mempunyai kekaatar hukum tetap dan tidak
dapat diaj zkan banding sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan dan

ditindaklanjuti sampai pelelangan barang sita milik penar ggung pajak.

Paksa diperhatikan, diacu ai;}i‘i dikaitkan dengan undang, - undarg lainnya,

yaitu ( Peajelasar. UL 19/ 2‘;(}?1)’,? 3o

L. Un\d;ulg — undang Nomer 49 Prp. Tahun 1960 tentany Panitia Urusan
Piutang Negara ( Lembuan Negara Tahun 1960 Nomar 150, Tambah'n
{embaran Negara Nomor 2104

2. Undang — undang Mmﬁ:r 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (
Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Foambahan Lemsbaran Negara
Nomor 3263 ), sal'mg;tiuﬁ:asm telad Leberapa kali diubah terakhir dengan

Undang - undang Nowor 10 Tahun 1994 ( f.cmbaran Negara Tahun 1994

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567 ).

3. Undaug - undang Nomor § Tatiun 1985 tentang Pajuk Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pzjak Pepjualan atas Barang Mewah ( Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264
}, sebagaimana telah divbah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun
1994 { Lembaran Negata Tahnn 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negera Nomor 3508 ).

4, Undang — undang Nogmor 12 Pahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan ( Lembaran: Negara Tabun 1983 Nonumor 68, Tambahan

Lemdaran Negara Momor 3312 ), sebaoaimana telah diubah dengan
& f foimg

Y
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undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Tembaran Negara Tabun 1994
Noror 62, Tambahan };z.t:m baran Negara Nomor 3569 ).

Unelang - undang Nomor 9 Tehun 1992 teatang Keimigrasian ( Lembaran
Negara Tahun 1992 I‘f\ﬁumm' 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3474).

Undang — undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (
Lembaran Negara Tahun 1995 pomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3537 ).

Undang — undang N<‘3m§aas‘ 8 Tahur 1995 tentang Pacar Modal { Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor od. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608).

Undang -~ undang Nun{m' 10 Fahun 1995 tentang Kepabeanan ( Lembaran
Negara Tahun 19495 Momor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3612).

Undang — undang ?;‘%c;;mcf;' [1 Tahun 1995 tentang Cukai ( Lembaran
Negara Tahun 1995 MNomor 76, Tambahan lembaran Megara Nomor
3613).

Undang — undang Nomior 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda — benda vang berkaitar dengan Tanah ( Lembaran
Negara Tahun 1996 MNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3632),
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i1. Undang — undang ";f\éoz.m}gz' 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengkata Pajak ¢ Lembaran Negara Fahun (997 Nomor 41, Tambalin
Lembaran Megara Nomor "% O84 ).

12. Undarg - undang ‘.\E@m{:sr 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Daerah ( I_.embgs,mﬁ. Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
l.embaran Negara Ncmmrf?aﬁ%l:? ).

13. Vendu Reglement Stacesblad 1905 Nomor 139 Peraturan Letang ).
Tindaxan pelaksanaan pn:ét‘mgilmn pajak dimwaly dengan penerbitan Surat

Teguran, Surat Peringatan, aﬂéua sural luir yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa

yang ditunjuk oleh Pejabut ;;x:rscbu@ sctelah 7 ¢ tujeh § hari sciak saat jatuh

tempo pembayaran. Pada &a:«..wa.yu Surat Paksa diterbitkan setelah Surat

Teguran, Sutat Peringula, atay sural lain yany scjenis diterbitkan oleh

Pejabat. Dalam hal pcnzigihuﬁ seketika dan sekeligus, Surat Paksa diterbitkan

oleh Pejabat baik sebelum ;ﬁaugmn szsudah penerbita Surat Teguran, Surat

Peringatan, atau surat lain }gmémg; sejenls.

Da‘lam pasal 32 Undang — undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pf.:rpa;iakan sehagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang - undang Nomor 6 Tabun 2000 ( WU KUP ), cvakil yang
menjalankan hak atau memc%‘mh‘z kewajiban perpaiakan adalah :

1. Badan diwakili oleh pcmgurus;

2. Badan dalamm pmnbubumfn atau pailit diwakilt oleh orang ataw badan yiag

dibebani untuk melakukan pemberesan;

%



.

3. Warisan yang belum terbegi diwakili oleh salah seorang ahli warisnya,
pelaksana wasiainya atin yang menguras harta peninggalanuya;

4. Anak yang bhelum &.1&‘\%'15%;] atin vrong, yanz berada dalam pzngampunan
diwakili oleh wali atau pungampunya.

Termasuk dalam pu11§crl§;1n pengures yang mewikili Wajib Pujak Budan
adalah vrang yang nyata - nvata mempuiyal wewenang ikul menentukan
kebijaksanaan can atau mengarmnbil keputusan dalans menjulankan kegiatan
perusabaan, seperll menandatangani  kontrak, menandatangani - cek  dan
sebagainya, walaupun nami orang tersehut tidal tercantum dalam susunan
pengurus yang (ertera  dalum akw pendinan maupun akta perubahan.
Pengertisn penrguis 111-\_‘1”1\:;;11@%1% pula  komisaris  dan pemuegang sahem
mayoritas atau pengendali.

Dari penjelasen di atas, dupat dikatakan balvva Wajib Pajak merupakan
pihak yang mempunyal kewajiban pajok scdanghan Penanggung, Pajak
merujuk pada pibak yuang L“:m‘ta.mg;;.‘;ung jawab ctas pembayaran / pelunasan
pajak yang lerutang oleh Wézjib Pajak. Dengan kata lain, Wejib Pajak adalah
orang pribadi atau badan y;:;mg namanya tercautum dalam Surat Ketetapan
Pajak, sedangkan Penanggung Pajak adalah pihak yang berianggung jawab
atas pembayaran utang puj:%.k yang tercantum dalam Surta Kutetapan Pajak

tersebut,
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Dalam Pasal 18 ayac( 1)UL KiP disebutkan .
« Gurat Tagihan Pajak ( STP % Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (
SKPKR ). Surat Ketetepan Pajak Kurang Bayar Tumbahan ( SKPKBT ),
dar Surat Keputusan Pembeiulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, yang menyehabkan jumlah pajuk vang harus dibavar bertambah,
meupakan dasar penagihan pajak. ™

Tindakan penagihan pajak herdasarkan nrutan proses pelaksanaannya,
alasan dilakukannya tindakan penagihan tersebut, dan wakiu pelaksunaannya

disajikan dalam tabel herikul il

S : P




22

Na JENIS TINDAKAN ALASAN WAKTU
PELAKSANAAN

I. Penerbitan Surat Teguran atau f’enanggung Pajak tidak melunasi | Setelah 7 hari sejak jatuh
Surat Peringaan atau surat lain | hutangnva sampai  dengan jatuh | tempo pembayaran.
yang sejenis ( Pasal 5 Keputusan | tempo perbayaran.

Menteri Keuangan MNomor |
561/KMIL04/2000 )

2. Penerbitan Surat Paksa ( Pasal 7 | Penanggung Pajak tidak melunasi Setelah lewat 21 hari sejak
UU PPSP dan Pasal 9 Keputusan | pajaknya dan  kepadanya telah | diterbitkannya Surat Teguran
Menteri Keuangan Nomor | diterbitkan Surat Teguran atau Surat | atan Surat Peringatan atau
361/ MEK.04/2000 ) :'Peri.ngaian atau serat lain yang | surat lain yang sejenis.

sejenis.

3. Penerbitan Surat Permtal EPenanggung Paiak tidak melunasi | Setelah lewat 2 x 24 jam Surat
Melaksanakar Penyitean { Pasal 12 jzltar}g, pajaknya dan kepadanya telah | Paksa diberitahukan kepada
UU PPSP ) fdibcmaim}can Surat Paksa. Penanggung Pajak.

4, Pengumuman Lelang ;Sewiah pelaksanaan  penyitaan | Paling singkat 14 hari setelah

zternyata Penanggung Pajak tidak | penyitaan.
: melunasi utang pajaknya.
3. Penjualan / Pelelangan barang ESemiah pengumuman lelang ternyata | Paling singkat 14 hari setelah

sitaan { Pasal 26 UU PPSP)

Penanggung Pajak tudak melunasi

uiang pajeknya.

pengumuman felang.

( sumber ; KPP Pratama Jakarta Tebet )

Untuk dapa: melaksanakan proses penagihan ini, maka pegawal yang bertugas
menangani penagihan pajak, khususnya Juru sita pajak, harus memiliki
pemahaman yang memadai aias peraturan perpajakan yang berlaku

-




khususpya  yig berkaitan  dengan  tndakan pengihan pajak. Tanpa
penpetalian yang e maka preses penagihan tidak akan berjalan

sebagaimany yeng dibarapkai.

2.6 Pencrbitan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkarr oleh [ opalae Kantor Pelayanan frajak / Kantor
Pelayanu: Pajak Bumi dan Danganan  yang menerbitkan 1P, SKPKB,
SKPKBT. SPPT, SKI. SEPT, ST SKBKB. SKBKBT, Sural Keputusan
Pembetakion, aiau Surat %it:g%“mlufw.-il‘s K eberatan yang meycbabkan jumlah pajak

yang hetus dibayar 'a“zus'l;eml;mh, apudylac
l. . Penanpgung Papk §iti;;k etunast utang, pajak sampad Jengan tanggal
jatuh  tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat

Teguran atau Surat Peringatin alau surat lain yang scieris;

E\.J

Terhadap penanggung pajak  telah dilaksanakan  penagilan pajak

seketika dan sekaii?ua;

3. Penanggung pa{;akf tidak memenuhl ketentuan sehagaimana tercantum
dalam keputusan p%:r:mujua i atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat i”uk%a cecara sah oleh Pejabat berwenang merupakan

modal utama bagi pelaksanaan.

2.7 Pemberitahuan Surat Paksa
Pemberitahuan Surai Paksa dilakukan olch Juru sita pajak dengan

pernyaiaan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Yang

i



dimaksud dengan pernyataan dalam hal ini adalah meiabacakan isi Surat

Paksa kepada Penanggung. Pajak dan kedua belah pihak, Juru sita dan

Penanggung Pajok, menandatingent Berita Acara sebagar pernyataan bafiwa

Qurat Paksa teleh diberiabukon,

!\J

Wajib Pajak Orang Pribadi

Ter

d.

hadap Wajib Pajak Orang Pribadi Sural Paksa diberitahukan kepada :
Penanggung Pajak d:i tempat linggal, tempat nsaha, ataupun di tempat
lain yang memun ggl-;ix."i"iaan :

Qrany dewasa j;uug; bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di

tempai usaha Pepanggung Pajuk. apabila Penanggung Pajak yang

_bersangkutan tiduk depat dijumpiu;

Saiah seorang abh waris stau peloksan wasiat atau yang mengurus
harw pcninggul;xm1}-‘5;1, apabila Wajib Pajuk telab meninggal dunia dan
harta warisan l‘wlum;wrlm&;é;

Para ahli waris, apa%véla Penanpgung Pajak telah meninggal dunia dan

harta warisan telah terbagi.

Wajib Pajak Badan

a.

Terhadap Wajib Pajak Badan Surat Paksa diberitahukan kepada :

. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat

kedudukan badan E}’?.Il;; bersangkutan, di tempat tinggal mereka

maupun di terapat lain yang memungkinkan; atau
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b, Pegawai tingkal 1'win5pinur; di wmpat kedudukan atau tempat usaha
badar yang bersangkutan apabila Juru sita tidab dapal menjumpai
solah seorang sebugalinana Jimaksud pada angka 1)

Wajib Pajah Pailit

Apabila Wajib Pajak d;!'l_}-’:ﬂ:liiélﬂ pailit oleh Pengadilan Niaga. Surat Paksa

diberitahukan kepada Warator atan Balai Harta Peninggalan dan Hakim

Pengawas vang ditetapkan, Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang

diny takan bubar atau Qi Bhuidasi, Surat Paksa dibersyahukan ke pada

orang atou badan yang dibebani untuk melakikan  pemberesan, atau

Likuidator, atau Tim Likuidast,

Keadaan Khusus

Apabila Surat Paksa Gdak dupat diberitabukan kepada Wujib Pajak orang

pribadi atau badan schagaimana butiv a dan b di atas. Surat Paksa

disampaikan melalul %;pur;u Pemda sekurang - kurangnya setingkat

Sek etaris Kelurahan atnu Sekrctaris Desa di mana Wajil Pajak bertempat

tinggal atau melakukan kegiotan uszhanya. Apabila Waiib Pajak atau

Penanggung Pajak tiéia}c; diketanai tempat tinggalnya, atau tempat

kedudukannya, pe:mbe:a"imhuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara

menempelkan Surat Pa;;}i;%a pada papan pengumuman KPP / KPBB yang
menerbitkannya dan atau mengumamkan Surat Paksa tersebut melalui
meadia massa.

Wajib Pa’ak / Penanggung Pajak di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang

Menerbitkan Surat Paksa

FE PR S B S S e S
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Apabila dalam satu kota terdapat bebetapa KPP aiau 1LPBB, Pejabat yang

menerbitkan  Surat Paksa dapat memerintabkan Juru s.tanya unfuk

melaksanakan Surat Paksa di tuar wi'ayah kerjanya meliputi tempat

pelaksanaan Sural Puksi. Apabila pelaksanaan Surat Pakse dilakukan di

luar wilayah kerja Pejabat vang menerbitkan surat Paksa dan tidak berada

dalam satu kot naka ['giav~-;»:xlx‘i°al}'a1 adalah sebagai berikul

a. Pejacal yang mencrbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan
hantuan pelaksanaan Surat Paksa disertai salinan Surat Pakss dan
‘nformasi mengenai Wajib Pejak / Penangguny Pajak kepada pejabat
Jokusi pelabksanaan Sural Paksa. dengan lembusun Lepada masing -
masing Kepals Kantor Witavah DIP vang bersanghutan.

b, Pejubat lokasi pelaksanaan Qurat Paksa menberitabukan Surat Paksa
‘k@pada Wajib Pajek / Penanggung Pajak dimalksud sesual prosedur
baku, dan selanjuinya memberitahukan tindakan yang telah dilakukan
disertai salinan ;lta;u fotakopi Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa

dan Laporan Pefaksanaan Sura. Paksa.

2.8 Penagihan Scketika dan Sekaligus
Pengertian penagihai*l:m:‘i«:eiika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa
menuageu jatuh tempo p&mbﬁyamn terhadap seluruh utang pajak dan semua
jenis pajak, Masa P;ﬁé‘zkj dan Tahun Pajek. Penyampaian 3urat Penagihan
Seketika dan Seicaligus:dilaéasaﬂakan secara langsung oleh Jurusita Pajak

kepada Penanggung Pajak.
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Dalam hal diketahui oleh Jurnsita Peiak bahva barang milik Penanggung
Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau t rdapat tanda ~ tanda kepailitan, atau
Pepangcung Pajak ahan membubarkan badan usahanya, memerarkan usaha,
memindahtargankan ;-*sm"zvsg::.mzs;m yang aimibki atau dikuasainya, Jurusita
Pajak segera nmlak.z-‘zmca.kan penagihan seketika  dan  sckuligus dengan
melak;mmkan penyitaan téthadap sebagian besar barang milik Penanggung
Pajak tersebut setelal Surat Paksa diberitahiukan,

Yang dimaksud dengan terdapat randa ~ tanda adalan petunjul yang kuat
bahwa Penanggung Pajak mengurangl atau menjuai / nemindahtangankan
barang — barangnya schingga idak ada barang yang akan disita. |

Karena penerbitan sural perintah penagihan seketika  dan  sckaligus
diterbithon tanpa did;ulmlu:i adanya sural feguran dan sebelum penerbitan surat
paksa E;ehingga bila way ib: pajak ataw penanzung pajak menolak adanya surat
perintah penagihan 5;&:14:61;:}.%;& dan sekaligus, maka untuk tindakan penagihan
selanjutnya pejabat penagilmm dapat segera menerbitkan surat paksa. 1si surat
penagihan seketika dan é_-:«f:kaﬁigus sekurang - kurargnya memuat (UU 19/

2000, MK, 561 /2000 ) :

1 Waktu sebelum jatul tempo peinbayaran.
2. Tappa didahului Surat Teguran.

3. Dikirim sebelum jangha waktu 21 ( dua pulub satu y hari sejak surat
teguran diterbitkan , atau

4. Sebelum penerbit n sural Paksa ( UU 1972000 ).
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P

Sedangkan sl surat peritialy Penaginan Seketika dan Sckalig ss sckurang —
kurangnya memnuat ( UU 19,2000
1. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penangguiy pajak.
9. Besar hutang pajak.
3 Perintah untuk membayar, atau

4, Saat pelunasan utang pajak.

Jura Sita Pajak dan Pepyitaan

Juru sita pajak adalah pelaksara lindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan ceketika dan :‘se}éztiigus serta pemberitahuan surat puksa, penyitaan,
dan penyanderaan. Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat
penagihan pajak sesuin dengan mapg Tinghupnya yaitu pusat atau daerah,
syaral - ryaral pu1lgung;,1;;ntzm dan pemberhentian scbagai Jurusita Pajak
ditetapkan oleh Mentert. ;%urus«:.im dalam melaksanakan tugasnya me; upakan
pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putiisan
pengacilan yang telah mempunya: kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu,
untuk dapat diangket Sebégai Jurusiia Pajak, harus memenuhi syarat — syarat
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah -
rendahnya Sekolab Meiwngah Umum  atau yang sederajat serla telah
mengikuti pendidikan dan pelatihin khusus Juru situ Pajak.

Dengun perti;uba;ngmé haliwa Jurusita Pujak harus ada pada sctiap kantor
Pejabat, baik Pejabat uns;ré:k; penaginan pajak pusat maupun Pejabat penagihan

pajak daerah, maka kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Jurusitz.

SR
3




29

Pajak diberikan kepada ch;ﬁ"pat dengen berpedoman pada syarai — syarat dan

lata cara yang ditctapkan oi:a:h Menteri. Adapun syurat  syaral yang harus

dipenolit untuk dianpkaat menjadi jur sit pajak adalah schagai berikut { MK

562 /00 ):

1. Beriiazah serendah - z‘t;?fi]ﬁ.ié'il‘lil:y’él Sekolah Menenvali Umum atau yang
sederajat.

Berpangkat serendah - rendahnya Pengatur Muda / Golongan 11 a.

2

3. Berbadan sehat.
4. Lulus peadidikan dan il o sita pajak,

5. Jyjur, bertanggung jawan, dan nenah pengabidian.

n

Sedangkan tugas jur site prgak adalale:

. Melaksanahan Surat Perintan Penapihan Scketika dan Sekaligus.

2

Memberitahukan Surat Paksa.

3 Melaksanakan penyitadn alas barang penangguig pajak berdasarkan surat
pefiutah pelaksanaan penyitaan,

4, Melaksanakan pmyméemam berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
Setiap melaksanakan ;pmi},-'iumn, jurt sita pajak harus membuat Berln

Acara Pelaksanaan Sits y;?ng ditendatangani oleh juru sita pajak, penanggung

pajak, dan saksi - saksi. Derna Acary Pelaksanaan  Sita  merupakan

pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masvarakat bahwa penguasaan

barany penanggung pajuk / obyck sifa relah berpindaly dari penangzung pajak

ke pejabat. Oleh k:n:'enz.lfimm dalam setiap penyitaen. juru sita pajak harus

membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang

RS TSRS
;
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selurang -- kurangnya memwar hart dan anggal. nomo*, nama juru sita pajak,

pama pendanggung pajak, ( nz“s,;ma caksi — Penjelasan PP 135 / 00 ), nama dan

jenis bararg yang disita. dan tempat petiyitaan ( Pejctasan UU 19 /00,

Penjelasan PP 135700 ).

Penyiaan dilaksanakan {erhadap barang milik penanggung pajak yang
berada di tempal tinggal. mn{gml usaban, tempat kedudukan. atad di tempat lain
termasuk vang penguasazmmﬁa berada di tangan pihal. lain atau yang dapat
bcmpz;( UU 19 /2000, PP A5/72000)

1. Barang bergerak, lf:rmz.xz:%;ul«: molil, perhiasan, uung unai dan deposito
herjanghka, wbungan, saldo rekenirg koran. giro, alind hertuk ain yang
disamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga linnya, pintang,
dan penyertaan modal pada perusalaan lain, dan

2. Barang tidak hergwsml«;,:tcmza::u%{ tanah, bangunan, dan kopal dengan sl
kotor tertentu.

'i’ujs.m.n penyitaan adalan premperoleh jaminan pclunasan utang pajak dari
penang gung pajak, oleh karena iy nenvitaan dapat dilaksanakan terhadap
gemua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat
usaha, tempat kedudukan y_}%enzmgguug pajak, atau di tempat lain maupun yang
penguasaanlya berada di%tm‘igarg pihak lain { Penjeiasan UU 19 /2000 ),
misalnya disewakan atau t:gkipinj amkan ( Penjelasan PP 13572000 ).

Acapun barang - barang Jenanggung pajak yang dikecualikan dari

penyitaan adalah (LU 19 F2000)

%fwm g
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1. Pakaian dan tempat tidur beseria perlengkapannya yang digunakan oleh
o >
peranggung pajok dan keluarga yung menjadi tanggungannya.

9 Persediaan makanan day mirsan untuk keperluan satu bulan beserta

peralatan memasak yang berada di rumakh.

[F%]

Perlergkapan penanggung paiak yang bersifat duas vang diperoleh dari
aegara.

Buku -- buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaalr penanggung

*

pajak dan alat — alat yang digunaxan untuk pendidikan, kebudayaan, dan

ilmu pengetahuan.

5. Peralatap dalam keadaan T'galaua yang masih digunakan untuk melaksanakan
pekerjaan atau usaha :itifi'l‘.ill‘i - hari dengan jumlah selur thnya tidak Izbih
dari F.p 20.000.000.00 ( dua pulult juta rupiah ).

6. Peralatan penyandang cz”s;:,zu; vang digunakan eleh penanggung pajak dan
keluarga vang mejadi tengguogannya.

Pengertian makanan dan éazinmmm termasul obat - obatan yang digunakan
oleh penanggung pajak atau keluarganya yang sakit, sedangkan obat — obatan
untuk diperdagangkan tidak :mr’n‘msu}g dalam objek yang dikecualikan calam
penyitaar ( UU 19/ 2000 ).

Barang sitaan yang :gmx_t:ial} rusal: atau cepat busuk, dikecualikan dari

penjualan secara lelang ( UU 197 00 ).
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2,10 Lelang

Pelelangan atas asset Wajik Fijak / Penanggung Pejak dilakukan apabila

utang pajak dan atau biaya pensgiban  pajak tidak  dilurasi  sebelum
dilaksanakan pelelangan, Hal - hal yang berikut ini berkaitan  dengan

pelaksanaan lelang dijc:l:iskmﬁ pada bagian berikul mni:
1. Persiapan lelang
0, Kepala kantor ;m.:amgajuhun permolionan lelang seeara tertulis disertal
dokumen vang disyaratkar: kepada kepala Fantor Lelang.
b, - Juru sita menyiapkan berkas - berkas peaazihan yung terdiri dart
1) STF, SKPKE. SEPKBT. SPPT. SKP, 31B. SKBKB, SKBEBT,
SKPD, SKPDEB, SKPDKBT. ST2D,  Surat  Keputusan
pembetulan, Surat Keputusan Feberatan, Puiusan Peninjawin
kembali,
) Surat Setoran Pajak atu bulti transakst pembayaran.
3y Surat Tegurau.
J4) Surat Paksa.
"3} Laporan Surat Paksa.
5} Surat Perintah Melaksanakan Penyiwen.
7) Pemberitahuan penyilaan barang tidak burgerak atas nama Wajib
Pajak / Penanggung Pajak.
8) BAPS.

9) Pesmintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan,
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10y Surat Pemberitahuan akan dilakukan pelelangan / kesempatan

terakhir.

1) Bukti - bukt peunbivan dat Darane barang, yang distta, anfara

Lain untuk pelaksanaan tmeh ato tnafvdan hangunmun,
2. Pelaksanaan Lelang
a. Penjua'an secars lélzum terhadep barang yang disita dilaksanakan
paling singkat 14 hari setelah pzngumuman lelang melalui media

massa. .

b. Xepala Kantor br}tr{émiak schagai  penjual burang  yang distla
" mengajukan pt:z”nm;hmmn lelang kepada Kantor Lelang sebelum
nelaksanaan lelang. _

¢. kepala Kantor !l“i&:l%éa"llil_lk;.lil nilai Tt van dicershkan kepada Pejabal

Lelaag selambai ~ fambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan

lelang.

d. Kepale Kantor amu@ yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan leleng
untuk :

1) menentukan dii%;epag atau tidaknya barang vang dilelang apabila
harga penmmr-&ém yane diajukan oleb calon pembeli lebih rendah
dari harga lisit vang ditentukan,

2) menghentikan if:lzlz‘;g anubila hasil lelang sudah cukup untuk
melunast ataig ?)aj;.zéx;.. dan biay 1 penagilan pajul.

1) menandatangont ast Risaloh Lelang,

T T
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Kepala Kantor, sepala Seksi Penagihan dan Juru sita pajuk, termasuk

istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta

" anak angkat: tidal diperbolelkan membeli Larang sitaan yang dilelang.

Lelang tetap dapat ?.!ilai»; ukan meskipun :

1) wajib pajak scdang mengajukan kebertaan dan belum memperolech
keputusan kobuiatin,

2) wailb pagak Jpenanggaag pratjak tidak hadir.

Lelang tidak difuksanakan dalam hal :

1) wajib pajak 7 peniaopprung pajak tefah melunasi utang pajak dan

biaya penagihan pajak

2y terdapat putusan pengadilan.

3) objek lelang musnah.

Pejabat harus menghentikan pelaksanaan lelang meskipun barang yang

akan d’lelang nmé;ih ada apabila hasil lelang sudah mencapai jumlal

yang cukup mmu& melunasi biava penagihan pajak dan utang pajak.

Sisa barang dan :k{:iebiham hasil letang barus dikembalikan kepade.

penanggung paj ak paling lambat 3 hari setelah pelelangan.

Penggunaan hasil lelang terlebih dahulu untuk membayar oiaya

penagihan pajak cf.am sisanya untLk membayar utang pajak.

Biava penagihan f:aaja%«: ditambah 1 % dari

1) Hasil penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara
lelang |

23 Tokok lelang dan penjualan secara lelan.
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3. Penjualan Aset Sitaan yang Dikecualikan dari Lelang

Asct wajib pajaic £ penspggung paak yung disita berupa uang tunai,

deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, obligasi, saham, atau

syrat berbarga lainoya. ﬁiulun;;, dan peayertaan modal pada perusahaan

tain, cikecualikan dart perguatan secara lelang,

Penggunaan assel - ;msc"{’; tersebut untuk melunast uwtang pajak dan biaya

penagihan dilakukan dengan cara

4. uang tunai disetor langsung ke Kas Negara «tau Kas Daereh;

v

b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekenmg koian, giro, atau bentuk

Jainnva yang disamakar dengan i, dipindabhbukukan ke Kas Negara
‘ateu Kas Daerah aas penmintaan Pejabat hepada Bank yeng

bersangkutan;

c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yung diperdagangkan di
bursa efek atas permintaan Pejabat;

d. obligasi, saham atau sﬁmt berharga lainnya yaug tidak Jdiperdagangkan
di sursa efek segbra dijual oleh Pejabat;

pivtang dibuatkan berita acara persetujunan tentang pengalihan hak

o

menagih dari Penangpung pajal kepada Pejabat;

g

. penyerfaan modal pada peruszhaan lain dibuathan akta persetujuan

pengalihan hak menjual dart Penanggung pajak kepada Pejabat,
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211 Pemeriksaan Untuk Penagihan Pajak
Dalam proses penagihan, agar pelnksanaan lelang dapat berjalan lancar,
ada beberapa faktor yang perhu diperhatikan yatto :

1. . Keahsahan dari ketetapan vang menimbulkan tunggakan;

I~

Proses penagihan tekih dilulsanakan sesual dengan kelentuan yang
berlaku;

Adanva objek sita milik Wajib Pay ok atau Penanggung Pajak.

[

Untule  membuktikan kgrpmailikam objek sita cimaksud, maka perlu
dilakukan tindakan pe}:nm'ﬂé;saan. Tindaken pemeriksaan untuk tujuan ini
disebut dengan pesncriksamﬁ. untuk tujuan penagihan pajak ( delinquency
auddit).

Dalam proses pelelangan, maka objek sita yang akan dilelang harustah
jelas dan mervpakan milik Waiib Pajak ataub Penanggung Pajak. Jangan
sampai melakukan lelang yang bukan harta milik penanggung pajak, jadi
dalam pelalksanaan pet‘negéksmn untvk  tujuan  penagihan  pajak  hanya
mencakup pemeriksaan atas harla vang menjadi objeki sita yang dimilki oleh
penangzung pajak.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh data, keterangan, dan
bukti yang berkaitan dengan :

1. tarta wayib pajak / penanngung pajak vang dimilki pada tahun

berjalan;
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2. proses timbulnys tunueakan pujak berdasrkan Laporan Pemeriksaan
Paiak, Kertas Rerjs Pemeriksaan  dan atau Berita Acara Hasil
Pemeriksaan:

3. Kegiatan penagihan akiif yang telah dilakukan;

4, Upaya hukum yarg dilaikuken oleh Wajib Pajak, seperli pengajuan
keberatan, banding atau peninjauan kembali.

Pelaksanaan pemeriksaan dapat disaliukan bersama dengan :

1. Pemeriksaan t;.m*'(n él»crlj;ai;m Lelalui PSL dan dapat didamping oleh
Juru sita pajak; atau

2. Pemeriksaan lapamgﬁm sahun lalu dengan menerbithan Surat Perintah
Pemeriksaan tersendint untuk waun berjadai

Pemeriksaan  wntuh eju penagihan pajak dak perfu - dilakukan

pc»:nerL;i":an Lembar Pmugz%g;m Pemerilisaan { LP2 ). Instruksi pemeriksaan

berasal dari Kepala Kantor Wilayah.

2.12 Program Pemerilisaan

Setiap pemeriksaan agar cerarah dan tepar sasaran haruslah disusun
prograrmn  pemeriksaan. Demikian juga hainya pemeriksaan untuk  tujuan
penagihan pajak wajib ;i%scrmi dengan program  permerixsaan. Program
pemeriksaan untuk tujuan peragihan pajak secara umum dapat dijelaskan

schagai berikut :

SRR SRR 2 ‘ﬁé‘*’*“e‘s“iﬁw
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1. Persicpan Pemeriksaan

'

L.

b.

Pelajari berlas data dan data Wajib Pajuk vang tersedia di KPP.
Tindakan ini perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum
Vajib Pajak. Dalac tabap ini termasuk juga mencari tahu dasar

penctapan puajah yang mebulkan unggakan pagak.

Pelajari berkas wungpakan sajak. Dalam tahap ini dilnkukan dalam

rangka menentukan  proscs penagihan  yang sudah dilaksanakan
(ersebul, Yang tidak kalih pentingnya adalah kapan wnggakan pajak
tersebut timbul dan kapan proses penagihan tersebut dilaksanakan.
Preses ini dilakukan untuk mengetahui agihan pajak vang sudah
Ladaluarsa, vang §.L1c}zll\ rentn tidak  mungkin  dilakukan  proses

penagihan.

c. Pelajari Laporan Pemeriksaan rajak tahun scbelumaya. Proses ini

.

dijalankan untuk mrengetahul mutust harta dari tahun scbelumnya

sampai saat pelaksapaan aemeriksann.

9. Pelaksanaan Pemeriksaan

a.

Seriksa keberadaan { eksistensi ) dari harta yang dimilki oleh Wajib
Pajak. Dapatkan bukii / dokumen kepemilikannya dan sajikan daftar
harta yang dimilki tersebut.

Telusuri mutasi akiiva vang dimiliki penanggung pajak ( jika ada )

sejak periode tunggakan pajak sampai dengan tehun beijalan.

Lakukan konfirmasi kepada pihak - pihak terkait dalam rangka

membuktikan kepemilikan dari harta yang dimiliki wajis pajak.
; yalg )10 Py
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d. Telusuri dan periksa daftar nintang usaha dan piutang di luar u-aha
yang dimiliki penanggung pajak.

Periksa daftar persediaan tahun berjalan.

oy

I Periksa daftar harta tak bergerak penangsung pajak dan dapatkan bukti
kepemilikannya,
Penyusunan Laporan Pemenlstan
Laporan pcmcriks&mn untuk tuiven penagihan pajak tidak merupakan
bagian dari laporan Pemicriksaan Sederhana Lapangan PSL. ) atau
Pemeriksaan Lengakap { PL ) Japoran ini nerpakan laporan khusus.
Penyajian  Laporan .I-’eum*ilu.:m;m untuk  tujuan  pemeriksaan hanya
menyangkut hal - hal seboaga: berikul

k)

Penugasan pemeriksean.

=
o

b, Identifikasi Wajib Patak dan Penanggung Pyjak.
o } oD o .]

Dafiar harat kekayaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

o

d  Lampiran yang mendusung faporan.

Jangka waktu pemeriksaan adalah 14 ( empat belas ) had kerja sejak
Surat Perintah Pemm‘il«;man natuk tujuan penagihian diterima Wajib Pajak,
yialaupun pemeriksaan untuk tujnan peaagihan tersebut digabung dengun
PSL dan PL.

Laporan Hasil Ef;}emcrihsuaﬂ untuk (ajuan penagihan disusun sestal
dengan tujuan pereriksaan sebagaimana dijelaskan di atas. Tembusan

hasil pemeriksaan dikirimkau kepada :




40

1. Kasubdit Penagihan Direktorat P4;
7. Kabid Rikpan Eaawil DI

Hasil pemeriksaan untuk ujuan penagihan {idal perlu ditindaklanjuti
dengap penerbitan Surta F.eietupan Pajak, karera sifat pemeriksaan ini

adalah pemeriksaan khusus antuk mengetahui cksistensi harta kekayaan

Wajib Pajul.




